
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahu n 1q59 tcntang 
Pembcnt u kan Daerah-Daerah Tingkat fl di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Tahu n 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lernbaran Negara Nornor 1822): 

2. Undang-Undang Nornor 49 Prp Tahun 1960 rentang 
Pan itra Urusan Piutang Negara ( Lernbaran Negara 
RepulJlik Indonesia Ta.hun 1960 Nornor 156. Tarnba ha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104): 

c. bahwa berdasarka n pertimbangan pada huruf a dan b di 
atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dcngan Peraturan 
Bupati Kolaka Timur. 

b. bahwa untuk mernberikan landasan hukum yang tegas 
dan jeras dalam rangka mcngatur pengelolaan 
pertarnbangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Air 
Tarrah di daerah agar pelak sanaarmya lebih tertib lagi, 
berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat; 

Blf PA Tl h:01.A K,\ TIMlJR, 
a bahwa pernerintah daerah dalarn menjalankan fungsi 

Pembinaan , Pengendahan dan Pengawasan yang di 
da sarkan atas aza s rnanfaat, keadilan, kctcrbukaaan. 
kemitraan clan pernbcrdayaan masyarakat serta 
berlandasan pada kelayakan pe nambangan dengan 
memperhatikan aspek sosial, ekonomi, oudaya, agarna, 
teknis, dan lingkungan derigan mengikutsertakan para 
pelaku pembangunan dibidang pertambanga.n sehingga 
akhirnya dihasilkan output dan outcome yang posit if; 

Dl:.l'-.(,AN KAHMAT TUI IAN YANG MAI I.A rs» 
TATA CARA l'El\CELOLAA:', PA,IAh. AIR ·1 ANAII 

IFNTANG 

l\'OMUR ~D TAI iUN 2016 

l'ERATURAN BUP,\TI .KOLAKA TL\1UR 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
RUPA ii KOLAK,\ TIMUR 

M.,;11gingat 

Mcnirnbang 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
i 98 l Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209j; 
4. Undang-Vndang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Pak sa ( Lembaran Negara Republik 
!ndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nornor 3686 ) scbagairnana 
ielah <liubah dcngan Undang-Undang Nomor l CJ T'ah uri 
2000 (Lcmbaran Nr,gan:i Tahun 2000 Nomor 129. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor :1987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lernbaran Negara Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4189); 

6. Un<lang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang K(',Janga n 
Negara (Lernbaran Negara Rcpul.,Jik Indonesia Taht.n 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
!-'emerintah daerah (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244 Tarnbahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5517); sebagairnana Lelah 
ocberapakali di u bah terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kcdua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rcntang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lernbara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

8. Undang-Undang nornor 28 Tah un 2009 tenrang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor .5049); 

9. Undang-Undang Nomor 4 Tah un 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4959); 

10.Undang-Undang nornor 8 Tahun 20!3 ~en:ang 
Pernbent ukan Kabupatcn Kolaka Timur· di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2013 Nomor 23); 

11. Perat uran Pernerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 200 l Nornor I 18. Tambahan Lernbaran Negara 
Repu bl ik Indonesia Nomor 4 138); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tcntang 
Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan 
P,•mp.-intah llfi<·n,h (L<•rnba,·;,n N<'gar::1 Repuhlik lndon€'si::. 
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Dalarn Pcratu ran Bupati ini yang dunaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur 
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
3. Din as Pendaparan, Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah adalah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

-l. Kepala Dinas adalah Kepala D111as Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Pertarnbangan dan Energi 
Kabupaten Kolaka Timur 

6. Sadan adalah sek urnpulan orang dan/atau modal yang meru paka n 
kcsatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun yang tidak melaku ka n 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandirer, 
pcrseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMNJ. atau badan 
u saha milik daerah (BUMD) dengan nama dan da lam bentuk apapu n , 
Iirrna, kongsi, koperasi, dana pcnsiun, persekuruan, perkumpul an , 
vayasan. orgarusasi rnassa, organisasi sosial politik. arau orgarnsasi 
lainnya, lembaga dan oentuk badan lainnya terrnasuk konrrak 
uivc st asi kolektif dan benruk usaha rctap. 

7. Pajak Air Tarrah adalah pajak atas pcngambilan dan Zatau pemanfaatan 
air ranah. 

8. Air Tanah adalah air yang terdapar dalarn lapisan tanah a tau batuan di 
bawah permukaan ranah. 

CJ. Pemanfaatan air tanah adalah pengnmbrlan dan/atau penggunaan air 
oleh para perigambil air untuk bC'rhr1gai macam kepe-rlu an. 

8Al3 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PP:RATURAN BUPATl KOLAKA TIMUR TENTAI\G TATA 
CARA PENGELOLAAN PA.JAK AIR TANAH. 

Menetapkan : 

Tahun 2005 Nornor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pcmerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota (Lernbaran Negara Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan Bupati Kolaka T1111ur Nornor 5 Tahuu 2013 
ten tang Pclimpahan Sebagian Keweriangan 
Penandatanganan Perijinan clan f3ukan Perijinan Kcpada 
Kepala SKPD. 

15. Peraturan Daerah Kabuparen Ko!aka Nomor 03 Tahun 
2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 20 I I Nomor 03, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Ka bupaten Kolaka Nomor 
03). 
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10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
pengambilanatau pemanfaatar: air tanah, atau pengambitan dan 
pernanfaatan air tanah. 

I 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi arau Badan yang melakukan 
pengarnbilan atau pernanfaatan air ranah, aiau pcngambilan dan 
pernanfaatan air tanah. 

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya I (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tah un buku yang tidak 
sama dengan t.ah un kalcnder. 

13. Pajak yang terurang adalah pajak yang harus dibayar pada su atu saat, 
dalarn masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 
sesuai dengan ketentuan pcraturan peru ndang-undangan perpajakan 
daerah. 

H. Pemungutan adalah suaru rangkaian kegiatan mulai dad 
penghimpunan data objck dan subjck pajak, pencntuan bcsarnya pajak 
yang rerutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
serta pengawasan ponyetorannya. 

LS. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digu nakan untuk melaporkan 
pcnghitungan dan/at.au pemhayaran pajak, objck pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harra dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan peruridang- undangan perpajakan daerah. 

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disirrgkar SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah d ilakukan dengan 
mcnggunakan forrnulir atau tclah dilakuka n dengan cara lain ke ka s 
Daerah melalui tcmpat pe mbavaran yang ditunjuk oleh Bupat i. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat kctetapan pajak yang menentu kan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

18 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang sclanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surar kerctapan pajak yang menenrukan 
bcsarnya jurnlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pernbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang rnasih haru s dibayar 

19. Surat Ketetapan Pajak Daera h Ku rang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tarnba han atae jurnlah pajak yang telah ditctapkan. 

20 Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjut.nya disingkat SKPDN 
adalah surat ketctapan pajak yang rneneritukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jurnlah krcdit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada krcdit pajak. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar, yang selanju tnya disingkat 
SKPDLB adalah surat keretapan pajak yang rnenr-ntuka n jumlah 
kelr-bihan pernbayaran pajak karcna jumlah kreclit pajak leb1h besar 
dadpada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terLttang. 

22 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selr1njutnya disingkal STPD adalah 
surat untuk rnelakukan t.agihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berup.:i l;unga dan/atau de-nda. 

21 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis. kesalahan hitung dan/atau 
kekcliruan dalam pcne1-apan krt.,·ntuan tctenr.u clalam p!:'raturan 
pcrundan-unctangan pcrpajakan dannh yang tedapa, tla!am Surat 
Kc1ctapan Pajak Daerah, Surnt Ketc:apan i'r1jak Dacrah Kurang BaHtr. 
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(3) Berdasarkan formu lir pendataan ) ang tclah diisi dcngan jelas, br-nar 
dan Iengkap serta duandatangaru oleh orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan darr/atau pernanfaatan air tanah atau 
kuasanva, orang pribadi ""''' 'mri<'tn yang m e la k u kn n pcrrge rnb ila n 
dany atau pemanfaatan air tanah selak u subjek pajak harus 

(2) Formulir Pendaraan sebagaimana dirnaksud pada ayar ( 11 diterima dan 
harus diisi dengan jelas. be nar dan lengkap serta ditandarangam oleh 
orang pribadi atau barlan yang melak ukari pengarnbilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah atau kuasanya. 

Pasal 2 

( 1) Pendaraan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan mernberikan 
Formu lir Pcndataan kcpada orang p, ibadi atau bad an yang rnelakukan 
pengambilan c!an/atau pemanfaatan air tanah , 

Bagian Kesatu 
Pendataan 

i:lAB Ii 
PENDATA/\N DAN Pt,;NDAFT/\RAN OBJEK PA.JAi( 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah , Surat Keputusan Pembetulan atau 
Surat Keputusan Kebcratan. 

24. Surat Keputusan Kcbcratan adalah surat keputusan aras keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Darrah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nrhil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pernungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan Wajib Pajak 

25. Pembukuari adalah suatu proses pcncat.atan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dari informasi keuangan yang 
melipuri harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan bararig atau jasa, yang ditutup 
dcngan menyusun laporan kcuangan bcrupa neraca clan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersehut. 

26. Pcrnerik saan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau buk u yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu srandar pcmeriksaan uruuk 
mcnguji kcpat.uhan pernenuhan kewajiban perpajakan dacrah 
dan /atau tujuan lain dalarnrangkar.ielaksanakan keterituan peraturan 
perundang·undangan perpajakan daerah. 

27. Inseritif pemungutan pajak yang selanju tnya disebu t insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan se oagai penghargaan sebagai 
kirierja tertentu dalarn melaksanakan pernungutan pajak daerah. 

28. NPA adalah Nilai Perolchan Air. 
29 HOA adalah Harga Dasar Air 
30 FNA adalah F'aktor Nilai Air. 
3 l HAB adalah Harga Air Baku. 
32. PDAM adalah Per u sahaan Daera h Air Minum. 
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(2) Purmulir SPTl-'U sebugarrnana curnaksud pada ayat (1). dapat diarnlnl 
scndiri oleh wajib pajak dt Bidang Pcndaftaran da n Pcnetapan Dinas 

[ 1) Set iap wajib pajak, harus mengrsi SPTP::> dengan benar. jelas. .engkap 
dan ditandatangam olch wajib pajak atau kuasanya serta 
rnenyarnpaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Per.etapan Dinas 
Pendapatan. Pcngelolaan Keuangan clan Asct Daerah. 

Pasal 4 

Bagian 1,.-:;atu 
SP1'PO dan SKPD 

RAR Iii 
UE:NTUK, ISi, TATA CARA Pr:N<.JSIAN DAN P~:NER8ITAN 

SPTPD. SKPD. SKPlJKl:3, $1-:Pl)KBT 

(5) Apabila subjek pajak tidak mcla.csariakan kew ajrban sebagairnana 
dimaksud pada ayat [l) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat 
pcngukuhan wajrb pajak daerah secara jabaran. 

(4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas 
rnenyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan 
rnenerbukan: 
a. Kartu NPWPD; dan 
b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah. 

(3, Formulir per.ctaftaran sebagarmana dirnaksud pada ayat (I) harus 
disampaik_;.in ke Bidang Pcndafraran dan Pcnetapan Dinas Pendapaian. 
Pcngeloiaan Keuangan clan Aset Dacrah, paling larnbat 7 (cujuh) hari 
s-jak yang bersangkutan memperoleh fonnulir pendaftaran. 

(21 Formuhr pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada ,,yat ( 1) wajib diisi 
dcngan benar, jelas. lengkap clan d1tandatangan1 oleh subjek pajak 
atau kuasanya dcngan melarnpirka.j 
a. Iotokopi identitas diri, 
b. Iotokopi surat izin yan'.5 dirniliki dari instansi yang berwenang 

(apabila ada}, clan 
c. surat kuasa berni.c:terai cukup apabila pendaftaran dikuasakan 

dengan disertai f:,tokop1 idcnutas pcnenma kuasa. 

(1) St'.tiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan 
menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui 
Bidarig Pendaftaran dan Penerapan Dinas Pcndapatan, Pengelolaan 
Keuangan clan Aser Daerah . 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Pendaftaran 

melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk 
menjadi Wajib Pajak. 
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(2) NP/\ sebagairnana dimaksud pad a ayat ( I J dinyatakan dalarn rupiah 
yang dihirung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluru n 
faktor-faktor sebagai berikut : 
a. jenis surnber air; 
b. Iokasi surnber air: 
c. tujuan pengambilan dany arau r<-rn"tnf~atan air; 

(l) Dasar pengcnaan Pajak Air Tarrah adalah NPA. 

Pasal 6 

BAii iu 
DAS1\R fJENGENAAN. Ti\RIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAf.: 

Dal am jangka waktu 5 (limo) tahu II sesudah saat tcrutangnya pajak. 
Kepala Oinas dapat mcnerbitkan : 
a. SKPDKB dalam haJ : 

1. jika berdasarkan hasil pcmeriksaan atau kererangan lain, pajak 
vang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2 jika SPTPD tidak disarnparkan dalam jangka waktu tertentu dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disarnpaikan pada waktunya 
scbagaimana ditentu kan dalarn surat teguran: a tau 

3.jika kewajiban mengisi Sf.YT'PD tidak dipenuhi, pajak yang terurang 
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDJ.;HT jika diternukan data bani dan/atau data yang semula 
belurn t--rungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah pajak 
yang tcrutang. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
SKPDKBdanSKPDKBT 

(7) SPTPD dianggap ridak drsarnpaikan apabila ridak ditandatangani oleh 
wajib pajak a tau kuasanya sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1 ). 

(61 Apabila batas wakru penyarnpaian SPTPD sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (4) terlampaui atau SPTPO tidak disarnpaikan, maka akan 
diterbitkan SKPD secara jabaran dan pajak air tanah terutang akan 
ditctapkan mirnmaJ sama dengan pajak terutang bulan sebelurnnya. 

(51 Apabila batas waktu pcnyarupaian SPTPD jatuh pada hari libur. maka 
batas waktu penyarnpaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja benkutnya. 

(4J Penyarnpaian S.P'f PD sebagairnana dimaksud pada ayat ( I J dilakukan 
paling Jama IO [sepu luh] hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah , 
tujuan penggunaan. volume dan lingkat keru sakan. 

Pendapatan. Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah dan atau dapat 
diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. 

------·-- - 
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(1) Komponcn surnber daya alam sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 
ayat (3)huruf a unruk perhitungan NP/\ ditentukan oleh Iaktor : 
a jcnis air tan ah terdiri dari : 

Lair tanah dangkal, yaitu jika kedalaman surnur air tanah lebih 
kecil dari20 M; 

2. air t anah d alarn. yair u jfk a k,·chlam~n sumur air tarm h lcbih da ri 
20 M;dan 

Pasal 8 

(4) Ser iap komponen HDA dihitung dalarn satuan rupiah yang mernuat 2 
(dua) komponen sebagairnana dirnak.sud pada ayat (1) derigan 
prosentase 60 °/o (enam puluh per seratus) untuk kornponen sumber 
daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus] untuk komponen 
kompensasi, 

(3) Komponen harga dasar air sebagairnana dimaksud pada ayat ( I J 
bcsarnya ditenrukan dari: 
a. kornponen surnber daya alarn yang meliputi faktor jenis air tanah, 

lokasi surnber air tanah <Ian k ualitas air tanah. 
b. Komponen kompensasi Bobet u ntuk u saha pemulihan, peruruukan 

dan pengelolaan air tanah mclipuri tujuan , volume dan tingkat 
kerusakan lingku ngan. 

(2) Kornponen volume sebagairnana dimaksud pada ayat (Ii adalah 
beaarnya pengambilan air. 

( I) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri 2 (dua) kornponen 
yait u volume dan harga da sar air. 

Pasal 7 

(SJ 1-lAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan 
Keputu san Bupati. 

(4) Faktor Nilai Air (r'NA), sebagaimana dimaksucl pada ayat (:-.,j dengan 
cara rnemberikan bobot nilai tertentu pada masing-rnasing 
kornponennya 

(3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara 
mengalikan FNAclengan HAB, 

(2j NPA yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum diterapkan 
sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lirna rupiah) setiap m-. 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; clan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/ataupemanfaatan air. 
( Ti NPA sebagairnana dimaksud pada ayat ( l}, dihitung dengan cara 

mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan 
dengan HDA. 
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(Ii Kornponen kompensasi pcruntukan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 7 ayat (3) huruf b mernperhatikan jcnis u saha dalarn kaitannya 
dcngan kemungkinan [probabilitas) penggunaan air oleh usaha 
tersebut. 

(2i Kernu ngkinan (probabilitas) penggu naan air oleh suatu subjek pemakai 
atau kclornpok pemakai air ditetapkan berdasarkan ha sil observasi 
lapangan. kewajaran penggunaan air oleh suaru usaha tertenr u clan 
mernperhitungkan aspek keadilan. 

(31 Subjek pemakai atau kelornpok pernakai air sebagairnana dimaksucl 
pada ayat (2)digolongkan sebagai berikut : 
a. Non Niaga termasuk di dalamnya : 

1. lnstansi/lcrnb~g,i/ksrntc»· pemerintah; 
?. . lnstansi/lembaga/kantor TNI/POLRI: 

Pasal 9 

0,4 

0,9 1 
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0,6 ] 

o:rl 

! - 
0,8 

KRITERIA BOBOT J 
1.0 I 

I 
I ,- ---· - -· 
: Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan · 
! PDAM/sumber alterna:.:h::.·r __ 
Air tanah da.ngkal ku;litas cukup haik , ada)aringan 
PDAM / sumber alternatif 

.Air tanah .clangkal, kualitas ba{k, <lil~ar jangkauan 
. jjlringan PDAM / }>Um ber alternatif 

Air tanah darigkal, kualitas cukup baik, diluar 
~~k?uan jaringan PD(\M_/sum~er altcmati!'.__ ._ 

Air tariah dalam, kualitas haik, ada jarmgan ; 
PDAM/su[!!ber a.)!~rnatif _ 
Air tanah dalarn, kualitas baik, diluar jangkauan 
)aiingai). PDAM i s,umber al_t?rnatif _ 

Air tanah dalam. kualitas cu ku p baik, ada jaringan i 
PQAM/sumber.aJtcrnatif _. __ _ I 
Air ranah dalam. kualitas cukup baik, cliluar 0.3 

. j~ngkaua~aringan PJ?~M/sumu_~r.alternat~f I - 
Ltv1ata air. a~agringan PDAM/s~ber altcr!)atif __ ==r=CJ,2 __ 
. Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber I 0, l 
: ~_lten,atif . _ __: _ 

(21 Bobot kornponen sumbcr daya alarn air tanah oerupa jenis surnber 
daya air tanah, kualitas air dan berda sar ada atau t idak adanya 
sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM diteritukan sebagai 
berikut : 

3. mata air. 
b. Lokasi surnber air tanah meliputi : 

1. ada sumber daya air alternatif sepcrti jaringan PDAM; dan 
2. tidak ada surnber daya air alternatif. 

c. Kualitas air tanah, terdiri dari : 
1. kualitas baik; dan 
2. kualitas cukup baik. 
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3. sarana instalasi pemerintah; 
4. kolam renang umum milik pemerintah; 
5. asrama pernerintah; dan 
6. Perguruan tinggi negeri/swasta/akadcmik. 

b. Niaga kecil tcrrnasuk di dalarnnva : 
1. usaha kecil yang berada dalarn rumah tangga; 
2. usaha kecil/Josmen/hotcl mclati/pemondokan (kos-kosan): 
3. rumah makan/restoran kecil; 
4. rumah sakit swasta/pobklmik/lahorato,·ium/p1aktck dokter; 
5. laundry; 
6 LOko/kjos/warung; 
7. salon kecantikan/panti pijaty rnandi uap/pangkas rambut; clan 
8. birnbingan tes Zkursus ketrampilan/biro jasa. 

c. lndustri kccil terrnasuk di dalarnnya : 
1. industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil/batik, 

industriminurnan es; 
2. peternakan; 
3. hotel bintang 1, hotel bintang 2 clan hotel bintang 3; 
4. rumah susun sedcrhana; 
5. pengrajin/sanggar seni lukis, 
6. industri bahan kimiay obat-obatan: 
7. furniture; clan 
8. jenis usaha kecil lainnya yang sejen is. 

d. Niaga besar termasuk di dalarnnva : 
1. hotel bintang 4 clan bin tang 5: 
2. apartemen; 
J. bank (kantor pusat dan cabangj: 
4. night club/bar/cafc/n~storan besar: 
5. bengkel besar; 
6. ternpat pencucian mobrl, 
7. kolarn renang; dan 
8, real estate. 

e. Industri besar termasuk di dalamnya 
l. pabrik es skala besar; 
2. gudang pendingin; 
3. pabrik/ industri tekstil skala besar: 
4. pabrik baja; dan 
5. pabrik/industri gula. 

(4) Bobet komponen biaya kompensasi peruntukan clan pengelolaan air 
tanah berdasarkan suhjek pcmakai atau kelompok pemakai air tanah 
dan volume air yang diamhil dan Zatau dimanfaatkan ditctapkan 
sebagai bcriku t : 
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Pa.;ak yang terut ang datam ma sa pa_iak terrad i pncla .sau.t p.-.n1pmbilc1n 
dan j atau pemanfaatan air tanah. 

Pasal 14 

Masa Pajak Air Tarrah adalah I (sar u] bulan kalender yang menjadi dasar 
bar;i wajib pajak unruk rnenyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

Pasal 13 

8/\A IV 
MASA PAJAK D;\N SA,\T TERUTANGNYA PAJAK 

Bcsarnya Pajak Air Tanah dihitu ng dcngan cant mcngalikan tarif 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pa~I l l dcngan dasar pengenaan pajak 
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6. dengan rumus sebagai berikut : 
Besarny a pajak air tanah : NPA x 20'1 .. 

NPA ~ Volume x HDA 
HDA: PNA x HAU 

Pasat 12 

Tarif Pajak Air Tan ah ditetapkan sebcsar 20°/o (dua puluh persen). 

Pasal 11 

(11 Komponen kornpensasi pernulihan keru sakan hngkungan akibat 
pengarnbilan air tanah sebagaimana dunaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 
huruf b dikenakan lnaya kompcnsasi bagi sernua jenis pengambilan air 
tanah dan hagi semua ringkat dampak pengambilan air tanah bark 
yang telah maupun belurn merumbulkan kerusakan lingkungan, yang 
melipuLi : 
a. biaya pernulihan yang diperlukan a\,.1but terjadinya pcnurunan muka 

air tanah: dan 
b. biaya pemuhhan yang -:.i1pcrlukan akibat tcrjadinya salirusasi 

dan/atau pencemaran ?:,r tanah. 
(2J Kriteria dan bobor '.<omponen kompe nsasi pcmulihan (tingkar 

kerusakan air tariahr adalah: 

\ 
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Tara cara pernbayaran angsuran dan penundaan pernbayaran pajak 
terutang dilakukan sebagai berikut : 
a. wajib pajak yang akan mclak ukan pcmbayaran secara angsuran 

maupu n rncnunda pernbayaran pajak harus rnengajuka.n permohonan 
secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas 
dan melarnpukrm (or o koj» Sl<PDKB. Shf'OKBT atau STPD varig 
diajukan pennohonannya: 

Pasal 16 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pernbayaran Angsuran dan Penundaan Pernbayaran Pajak 

(7) Apabila batas wakt u pernbayaran jatuh pada hari libur. maka batas 
wakru pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya. 

(6) i\pabila pernbayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke 
Bendahara Pencrima Dinas Penciapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Dacrah dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat) 
jam hendahara penerirna wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai 
peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provin si 
Sulawesi Tenggara atau Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah 
Kabupaten Kolaka Timur uruuk disetorkan kc Rckcning Kas Dacrah 
Kabupaten Kolaka Timur atau mclalui bendahara pcncrima Dinas 
Peridapatan , Perrgelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(4) Pernbayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak 
melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambac 10 
(sepuluh) hari setelah diterirna. 

(3J Pernbayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan 
sekaligus dan lunas di Kas Dae rah paling lam bat 1 O (scpulub) hari 
setelah berakhirnya rnasa pajak dcngan mcnggu nakan SKPD atau 
SSPD. 

(2i Penghitungan dan ponetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD 
dan disarnpaikan kepada wajib pajak selambat-larnbatnya tanggal 15 
(lima betas) bulan berikutnya. 

( l l Pajak Air Tanah merupakan je nis pajak yang dipungu t berdasarkan 
SKPD fofficial assesment). 

Pasal 15 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemoayaran 

I3AB V 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAG!l·lAN 
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(I) KepaJa Din as dapat menerbitkan STPD apa bila : 
a. pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang diba\ar: dan 
b. wajib pajak dikenakan sanksi adrninisi:rntif lierupa bunga dan/M.-111 

dendfl. 

Pasal 17 

Bagia n Kctiga 
Tara Cara Pcnagihan 

b. permohonan sebagairnana dimaksud pada huruf a harus rnelarnpirkan 
rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersarigkutan dan disertai 
dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 
(tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; 

c. pennohonan pernbayaran secara angsuran maupun penundaan 
pernbayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalarn Keputusan 
yang dikeluarkan serelah t.erlebih dahulu mendapat telaahan dari 
Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaa.n Keuangan 
dan Aset Daerah. 

d. pemberian angsuran tidak merrurida kewajiban wajib pajak unt uk 
melaksanakan pernbayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan; 

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan , terhuung 
mulai jat uh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, 
SKPDKBT arau ST!-'D kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas; 

f. pernbayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua perse n]: 

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran ac!alah sebagai berikut : 
a. perhit ungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah 

sisaangsuran; 
b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya 

sisa pajakyang belurn atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran; 

c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutangyang akan diangsur dcngan jumlah angsuran; 

cl. bunga adalah hasil perkalian antara j urn la h sisa angsuran de ngan 
bungasebesar 2 % (dua pcrsen): clan 

e. besarnya jurntah yang haru s dibayar tiap angsuran adalah pokok 
pajakangsuran ditarnbah <lcngan bunga sebesar 2 %, (dua pcrsen). 

h. pcrhitungan untuk pcnu ndaan pembayaran adalah sebagai berikut : 
a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak 

terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 '!,, (dua 
person) <lengan jumlah pajak terutang yang ditunda. dikalika n 
dengan seluruh jurnlah utang pajak yang akan diturida; 

b. besarnva jumlah yang har us dibayar adalah seluruh j umlah utang 
pajak yang ditu nda, ditambah dengan jumlah bunga 2 0/v (dua 
persen] perbulan: dan 

c. penu ndaan pernbayaran haru s dilunasi sekaligus paling lambat pada 
saat jaruh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat 
diangsur. 

1. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pernbayara» 
secara angsuran tidak dapar mengajukan permohonan pernbayaran 
unruk surat ketetapan y;:ing sarna. 
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(1) Kepala Dinas dapat merigurangkan arau menghapuskan sanksi 
adrninistrarif ber upa bunga, dcnda, dan kcnaikan paiak va ng terutana 
meriurut peraturan perundang-undangan pcrpajakan daerah , dalarn 

Pasal 19 

Bagian Kesatu 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adrninistratif 

BAR vu 
PJ::NGURANGAN /\TAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATlF' DAN 

PENGUR/\NGAN ATAU PEM81\TALAN K8TETAPAN PAJAK 

[ lJ Kcpala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mcmberikan 
pengurangan pajak. 

(2) Besarnya pernberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sarnpai dengan 25'}~, 

(duapuluh lima person). 
(4i Tata cara pemberian pengurangan pajak diat ur sebagai berikut : 

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tcrt.ulis dalarn 
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang 
jelas dan dapat dipertanggungiawabkan clan dilampiri : 
I . fotokopi KTP; 
2. fotokopi SKPD; <lan 
3. surat kuasa berrneterai <Ian forokopi J.;TP pcnerirna kuasa 

apabiladikuasakan. 
b. berda sarkan permohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf a. 

KepalaDinas rnelakukan analisa kelayakan perrnohonan 
pengurangan pajak; 

c. apabita alasan pcrrnohonan pengurangan pajak dikabulkan. maka 
Kepala Dinas rnenerbitkan surat keputusan pengurangan pajak; 

d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas 
harusmemberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan 
penolakannya; dan 

e. keputusan pemherian pengurangan pajak harus disampaikan 
kepada Wajib Pajak paling larnbat i (satu) bulan sejak ranggal 
perrnohonan diterirna. 

Pasal 18 

BAH VJ 
PENGURANGAN PAJAK 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terurang dalarn STPD scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) setiap bulan 
untuk jangka waktu paling lama 1 S (lima bclas] bulan sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pcrnbayaran 
dikenakan sanksi adrninistratif bcrupa bunga sebesar 2'X, (dua persen) 
sebulan dan ditagih melalui STf>D. 
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I x 24 (satu 
permohonan 

(6) Wajib Pajak melakukan pernbayaran pajak dalam waktu 
kali dua pu luh empar) jam sejak disetuju inya 
sebagairnana dimaksud pada ayat (51 

(5) Terhadap permohonan yang disctujui, ata u karcna jabatan 
berclasarkan alasan yang dapat ditcrima. Kepala Dinas mengu rarigkan 
atau menghapus sanksi admmistratif berupa bunga, denda, clan 
kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT sesuai pengurangan ataupenghapusan sanksi adminisrratif. 

(4) Ter hadap perrnohonan yang d itolak , Kepala Dinas harus : 
a. mcrnberrtahukan kepada wajib pajak diserrai alasan penolakannva, 

atau: 
b. rnernerintahkan kepada wajib pajak untuk rnembayar pajak yang 

tcrutang beserta sanksi adrninistratif bcrupa bunga, derida, clan 
kenaikan pajak y ang tercant um dalam STl'D, SKl'DKB at.au 
SKPDKBT. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanxsr adrninistrarif 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l ), diatur sebagai berikur : 
a. Wajib Pajak rnengajukan permohonan sccara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Kcpala Dinas dengan alasan yang jelas dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT 
dengan melampirkan : 
1. fotokopi KTP; 
2. fotokopi STPD, SKPDKB arau SKPDKBT; dan 
3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa berrneterai 

dan foto kopi KTP penerima kuasa: 
b. berdasarkan perrnohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Dinas melalui Kepala Bid ang Pcnagihan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah untuk melak ukan 
pcngkajian dan penelitian; 

c. basil pengkajian clan penelitian disarnpaikan kepada Kepala Dinas 
sebagai dasar untuk memberi keputusan; 

cl. kepuru san pcmberian pcngura ngan atau penghapusan san ksi 
adrninistratif. ditetapkan oleh Kepala Dinas: 

e. paling lambat l (satu] bulan setelah rnerierirna perrnohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. Kepala Dinas haru s 
memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; 

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bu lan sebagaimana dirnak sud 
pada huru f c, Kepala Dinas bclurn mcrnbcrikan keputusan, rnaka 
permohonan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dianggap 
dikabulkan; dan 

g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kcpada Bupati terhadap 
keputu sanpcmberian pengurangan atau pe nghapusan sarixs! 
adrninistratif. 

(2i Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, 
derida dan kenaikan pajak terutnng dilakukan terhadap STPD, 
SKPDKB atau SKPDKBT. 

hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya. 
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Pasal 22 

(3) Pengurangan atau oembatatan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan sesuai pcrmintaan Kepala Dinas atau atas usu! Kepala 
Bidang Penagihan Dinas Pcndapatan, Pcngelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah berdasarkan pertimba.ngan keadilan clan adanya ternuan ba.ru. 

(2) Pcngajuan permohonan yang ticlak memenuhi persyaratan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (!), tidak dapat dipcrnmbangkan dan 
bcrkas pcrmohonan dikcmba!ikan kcpada wajib pajak. 

( 1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan 
wajib pajak dia.tur sebagai bcriku t : 
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang 

meyakinkan;dan 
b. dalarn surat permohonan wajib pajak harus drlarnpirkan doku rnen 

beru pa fotokopi: 
l. SKPD yang diajukan permohonannya; 
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan 
3. berkas perrnohonan berrkut bukti peuolakan pengajuan 

pernbayaran secara angsuran atau penundaan pernbayaran 
SKPD atau bukti pcnolukan pcngurangan dan penghapusan 
sanksi adrninistratif. 

Pasal 21 

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah jumlah 
pokok pajak ditambahi sariksi administrasi berupa bunga, denda 
clan/atau kenaikan pajak yang tercanturn dalarn SKPO. 

( I J Kepala Dinas karena jabatannya a tau aras permohonan wajib pajak 
dapat mengurangkan atau mernbatalkan ketetapan Pajak yang ridak 
benar, apabila : 
a. ada fakta bani yang belum terungkap pada waktu pemeriksaari 

untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan bata s waktu 
pengajuan pernbayaran secara angsuran atau penundaan 
pernbayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan 
sanksi administratif telah terlarnpa ui; dan 

b. ada fakta baru yang bclum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkan pengajuan pernbayaran secara angsuran atau 
penu ndaan pernbayaran SKPD atau pcngajuan pengurangan dan 
penghapusan sanksi adm,nistr-atif akibat tidak dipcnuhinya 
persyaratan formal, vakni pengajuan permohona n rnelampaui batas 
waktu yang telah ditentukan. 

Pasal 20 

Bagian Kedua 
Pengurangan atau Pernbatalan Ketctapan Pajak 
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(I) Dalam rangka pernenksaan Pajak Air Tanah , Kepata Dinas berwenang 
rnclakukan perncriksaan untuk menguji kcparuhan pcmenuhan 
kewajiban pajak air tanah dan t ... juan lain dalam rangka melaksanakan 
Peraturan Daerah tentang Pajak Daeiah. 

Pasal 24 

8,\Ll VI II 
PEMERIKgAAN 

keputusan penolakan perigurangan atau 
pajak, maka SKPO yang telaf diterbrtkan 
keputusan penolakan pengurangan atau 

(2) Sctelah diterbitkanriya 
pernbatalan kcretapan 
dikukuhkan derigau 
pernbatalan dimaks.id. 

(I I Atas d,terbitl,annya Kepurusan pengurangan atau pembatalan 
keretapan pajak, Kepala Bidang Pcndaftaran dan Penctapan Dinas 
Pcndapatan , Pengelolaan Keuar gan dan Aset Daerah segera : 
a. rnelakukan pernbatalan ketr-rapan pajnk yang lama dengan cara 

menerbirkan ShPD baru dengan tetap mengurangkan ,Hau 
mcmpcrbaiki ::;KPD lama; 

b. rnernberikan tanda silang pada SJ..l'D lama dan selanjutnya diberi 
catatan bahwa Sh:PD dibatalkan serta dibubuhi paraf clan narna 
pejabar \ ang bersangkutan: 

c. rnemerintahkan kepada wajib pajak rnelakukan pembay a ran pajak 
palinglama IO (sepuluh] hari setelah dncrimanya SKPD bani; clan 

d. menyirnpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada adrrunistra si 
perpajakari. 

Pasal 23 

(4) Kepala Uidang Pcnagihan Dina- Pendapatan. Pengelolaan Keuangan 
clan Aset Dacrah mclakukan proses penerbitan kepurusan yang berupa 
keputusan pengurangar, · atau pcrnbatalan keretapan pajak atau 
keputuaan penolakan pcngurangan atau pernbatalan keterapan pajak , 

(3) Berdasarkan laporau Kepala Ridang Penagrhan Dinas Pendapatan , 
l'cngt"lolaan Kcuangan dan A1>et Daerah clan telaahan pertimbangan 
atas pr-ngurangan / pernbatalan kctetapan pajak, Kepala Din as 
memberikan kepurusan. 

pada ayat ( l) dilaporkan 
pertimbangan atas 

(2J Hasil pernoahasan sebagairnana dimaksud 
dengan rnelampirkan telaah 
pengurangan/pembatalan ketetapan pajak. 

( lJ Atas dasar perrnohonan wajib pajak sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 21 atau permintaan karena jabatan , Kepala Dinas melalui Kepala 
Bidang Penagihant.imas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah membahas pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak. 
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(21 Ketcuihan pembayaran sebaga.imana dimaksurl pada ayat (11 terjad: 
apabila : 
a Pajak Air Tarrah yang dibay a- ternyata lebih besar dar: yang 

seharusnya tcrutang: atau 

(11 Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat 
mengajukan perrnohonnn pengembalian kelebihan pembayaran kcpada 
Kepa!a Dinas, 

Pasal 26 

DABX 
TATA CJ\RA PENGEMBALIAN hELEB!HAN PEMBJ\YARAN 

(3) Bcaarnya insentif ditetapkan dalarn Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah tahun berjalan dari rencana penerima.an Pajak Air Tarrah. 

(?.) Pernberian insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dibayarkan 
setiap triwulan pada awa] triwulan berikutnya sesuai dengan 
pencapaian kinerja yang telah diu-ntukan. 

{ J J Tujuan pemberian insr-ntu' untuk peningkatan : 
a. kinerja Dinas Pendapatan, Pcngelolaan Keuarigan dan Aset Daerah: 
b. semangat kcrja bagi pejabat dan pegawai; 
c. pe-ndapatan asli daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 25 

Bi\13!X 
INSENTJP Pt;;MUNGUTAN 

(5! Untuk kepentingan pengarr.anan petugas perneriksa pajak, Kepala 
Dinas dapat meminta bantuan pcngamanan dari aparat pencgak 
hukum atau insians. :;ang terkair. 

(4) Dalarn haJ pemcriksac1n Pajak Air Tanah, Bupati berdasarkan 
pennohonan Kepala Dinas dapat menunjuk lnspektorat Kabupaten 
Kolaka Timur untuk rnendampingi petugas perneriksa pajak. 

(J) Wajib Pajak _vang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang 
menycbabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalarn 
menghitung volume pengarnbilau dan/atau pcrnanfaatan air tanah, 
rnaka untuk pengenaan besarnya pajak tcrutang dapat dilaku kan 
derigan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah tert inggi dalam I (satu] tahun tcrakhir. 

(21 Untuk kepcrluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi 
dengan tanda pengcnal pemeriksa clan surat perintah pcmeriksaan 
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 
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(Ii Dalam ha: wajib Pajak tidak mernpunyai utang pajak. maka 
pengernbalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan mcnerbitkan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) »tas kelebihan pernbayaran Pajak Air 
Ta na h. 

Pasal 27 

( 1 O) .Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tarrah dilaku kan 
setelah le wa t 2 (duaj bulan , Kcpala Dinas memberikan imbalan bu nga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran 
kelebihan pcmbayaran Pajak Air Tarrah. 

(9) Pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak Air Tarrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaku kan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bu Ian sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(81 Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang Pajak lainnya. kelebihan 
pernbayaran Pajak sebagairnana dirnaksud pad a a) at (I) langsung 
diperhitungkan untuk melu nasi terlebih dahulu utang Pajak tersebur . 

(7i Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayar (5) terlampaui 
dan Kepala Dinas tidak mcmberikan suatu keputusan , permohonan 
pcngemhalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB haru s diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (saruj 
hulan. 

(6) Berdasarkan hasil pcrneriksaan atau penelitian terhadap pengembalian 
pennohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (2). dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterirnanya 
permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak Air Tanah, 
Kepala Dinas haru s mernberikan keputusan. 

(5) Perrnohorian pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan scbagai 
permohorian sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(4) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus me menu hi 
persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam bah asa Indonesia 
dengan rnencanturnkan besarnya pengembalian yang <limohonkan 
disertai alasan :rang jelas dengan dilarnpiri : 
1. fotokopi identitas wajib pajak atau foto kepi identitas penerirna 

kuasa apabila dikuasakan; 
2. fotokopi SKPD dan bukti pernbayaran yang sah; dan 
3. surat perrnohonan ditanda tangani oleh wajip pajak atau kuasanya 

apabila dikuasakan dan berrneterai cukup. 

(3} Wajib Pajak dapar mengajukan permohonan pengernbalian atas 
kelebihan pernbayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Dinas. 

b. dilakukan pernbayaran Pajak Air Tarrah yang tidak seharusnya 
terutang. 
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J3ER!TA DAERAH KABUPATF:N KOLAKA TIMUR TI\HlJN 2016 
NOMOR: 

Diundangkan di Tirawura 
pada tanggal Agustus 2016 

j Plr. SEKRETAl~IS DAF.:RAH 1 
I KABUP'FA TIMUR, 

SAMSUL BAHRI MADJID, SH.,M.Si. 

Agar setiap orang mengetahuinya. meme riritahkan pengundangan 
Pcraturan Bupati ini <lengan pcnempatannya dalam Serita Daerah 
l~:-.bupaten Kolaka Timur. 

Prraturan Bupati i11i mulai berlaku pada tanggal diretapkan. 
Pasal 30 

Dengan berlakunya peraturan bupati kolaka timur ini, maka sernua 
peraturan dan keteruuan lain yang berten tangan dcngan ini dinvatakan 
tidak ocrlaku lagi. 

BAl:3 XII 
l(ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

B/\B Xi 
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGEC\DALIAN 

Pasal 28 

(I) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air 
Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengclolaan Keuangan 
dan Aser Dacrah. 

(21 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan. Pengclolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dapat bekcrja sarna dengan Dirias 
Pertambangan dan Energi, Dinas Pcrijinan , Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Kolaka Timur. 

(2) SP20 atas kelebihan pernbayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada 
mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi 
pendapacan pada tahun anggaran berjalan. 

(3j SP20 atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tah.uri-Lah u n 
sebelu mnya yang telah diturup, dibebankan pada mata anggaran tak 
terduga. 




